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HASIL ANALISIS ICS PAPUA
“APBD 2008  TIDAK MEMENUHI KELAYAKAN”
Salah satu program prioritas pembangunan daerah provinsi Papua adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  Program ini sangat logis karena berbagai indikator kesehatan di Papua masih memprihatinkan, di antaranya angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Menurut data tahun 2001, angka kematian bayi tercatat 122,41 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian balita 64,21 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian ibu sangat tinggi, yakni 1.161 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas rata-rata angka kematian ibu secara nasional sebesar  307 per 100.000 kelahiran hidup (RPJM Provinsi Papua 2006-2011).
Selain itu, masih banyak masalah kesehatan masyarakat berkaitan dengan berbagai penyakit infeksi, misalnya malaria dan diare.  Di samping itu, kasus HIV/AIDS semakin meningkat.  Kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia dan semakin meningkat, yakni dari 6 kasus tahun 1992  menjadi 225 kasus tahun 1998, dan naik lagi menjadi 1.749 kasus tahun 2004  (RPJM Provinsi Papua 2006-2011).   
Untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan tersebut, pemerintah provinsi telah menyusun berbagai program disertai dengan dana melalui APBD.  Untuk tahun 2008, kesehatan mendapat dana Rp 268,83 miliar atau  4,93 % dari APBD Papua 2008 dengan nilai Rp 5,45 triliun,  atau 7,49 % dari dana otonomi khusus tahun 2008 dengan nilai Rp 3,59 triliun.
Jika mengacu pada standar kesehatan WHO yang menetapkan anggaran kesehatan 15 % dari belanja daerah (APBD), maka anggaran kesehatan di Papua pada APBD 2008 seharusnya Rp 817.36 miliar.   

Andaikan alokasi anggaran kesehatan di Papua menggunakan standar unit cost kesehatan bagi orang miskin sebesar Rp 12.000 per bulan atau Rp 144.000 per tahun (Guru Besar Ekonomi Kesehatan UI, Prof. Hasbullan Thabrany, Kompas, 21/12/2007), maka biaya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat Papua dengan penduduk 1.956.845 jiwa adalah Rp 281,79 miliar.  Jadi, jika ditambah dengan biaya aparatur (gaji dan tunjangan) sebesar Rp 88,55 miliar, maka total anggaran kesehatan seharusnya  Rp 462,07 miliar. Dengan demikian, walaupun menggunakan standar kesehatan orang miskin, alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Papua 2008 belum terpenuhi. 
Tabel 1

Alokasi Anggaran Kesehatan dalam APBD Papua 2008

(Miliar Rupiah)

	No.
	Unit Kerja
	Anggaran Aparatur
	Anggaran Publik
	Jumlah

	
	
	Nilai
	Persen
	Nilai
	Persen
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7) =(3) + (5)

	1
	Dinas Kesehatan
	22,81
	15,85
	121,08
	84,15
	143,89

	2
	RSUD Jayapura
	39,07
	63,73
	22,24
	36,27
	61,31

	3
	RSUD Abepura
	21,16
	56,34
	16,40
	43,66
	37,56

	4
	RSJ Abepura
	5,50
	36,52
	9,56
	63,48
	15,06

	5
	Dinas PU
	0,00
	0,00
	11,00
	100,00
	11,00

	
	Jumlah
	88,55
	32,94
	180,28
	67,06
	268,83


Sumber:  APBD Papua Tahun 2008 (diolah)
Anggaran kesehatan dalam APBD Papua 2008 yang berjumlah  Rp 268,83 miliar jika diasumsikan dibagi rata kepada seluruh jumlah penduduk sebanyak  1.956.845, maka tiap orang hanya kebagian Rp 137.000 per tahun atau rata-rata Rp 11.000 per bulan. Bisa dibayangkan, kira-kira obat apa yang bisa dibeli dengan harga Rp 11. 000, dan untuk menyembuhkan penyakit apa?. 
Karena itu, porsi anggaran kesehatan untuk publik terasa semakin tidak adil jika kita bandingkan dengan anggaran kesehatan pejabat-pejabat daerah. Biaya kesehatan gubernur dan wakil gubernur dalam APBD 2008 masing-masing Rp 150 juta per tahun (atau 12,5 juta per bulan), dan tiap anggota DPRP  Rp 48 juta per tahun (atau Rp 4 juta per bulan).  Sungguh tidak rasional dan bisa dikategorikan sebagai pemborosan anggaran daerah, karena standar biaya kesehatan pejabat negara adalah paling mahal Rp 20 juta per tahun.  
Oleh karena itu, dari pos biaya kesehatan gubernur dan wakil gubernur sebenarnya masih bisa dihemat  sebesar  Rp 260 juta (= 2 orang x Rp 130 juta), dan dari anggota DPRP bisa dihemat sebesar Rp 1,568 miliar (= 56 orang x Rp 28 juta), atau seluruhnya berjumlah Rp 1,828 miliar. Dana hasil penghematan ini sebaiknya digunakan untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya dialihkan ke puskesmas untuk biaya pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.
Anggaran Aparatur vs Publik

Menurut data tabel 1 di atas, porsi anggaran aparatur lebih kecil dari anggaran publik, yaitu dengan perbandingan  sekitar  33 % : 67 %.  Komposisi anggaran seperti ini cukup menggembirakan, karena asumsinya sebagian besar anggaran akan lebih banyak digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat (publik).  Karena filosofi anggaran adalah hak publik yang dibayar melalui pajak dan retribusi, maka sangat pantas bila porsi anggaran publik lebih besar ketimbang anggaran aparatur. 
Akan tetapi, kita perlu cermati porsi anggaran di RSUD Jayapura dan RSUD Abepura.  Alokasi anggaran aparatur di kedua rumah sakit ini lebih besar dari anggaran publik.  DI RSUD Jayapura, dengan pagu anggaran Rp 61,31 miliar, sebagian besar yakni 39,07 miliar (63,73 %) untuk aparatur, dan hanya Rp 22,24 miliar atau 36,27 % untuk publik.  Sementara itu, RSUD Abepura membagi anggaran untuk aparatur Rp 21,16 miliar atau 56,34 % dari pagu anggarannya sebesar Rp 37,56 miliar, dan anggaran publik sebesar  Rp 16,40 miliar atau  43,66 %.   
Melihat komposisi anggaran tersebut memunculkan pertanyan, mengapa alokasi anggaran aparatur lebih besar ketimbang anggaran publik?.  Setelah diperiksa dalam dokumen APBD Papua 2008, ternyata salah satu penyebabnya adalah tambahan penghasilan pegawai sangat besar, sehingga mengurangi anggaran publik. 
Memang betul bahwa gaji pokok dan berbagai tunjangan adalah hak-hak pegawai sesuai dengan UU Kepegawaian dan berbagai peraturan pendukungnya. Selain itu, melalui PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pegawai (PNS) juga dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, tetapi harus disesuaikan dengan  kemampuan keuangan daerah. 

Tabel  2
Perbandingan Gaji Pokok, Tunjangan, dan Tambahan  Penghasilan

Pegawai Kesehatan, Tahun 2008

	No
	Unit Kerja
	Gaji Pokok
	Tunjangan
	Tambahan Penghasilan

	1
	Dinas Kesehatan
	8,55
	5,59
	8,67

	2
	RSUD Jayapura
	12,52
	7,33
	19,22

	3
	RSUD Abepura
	6,34
	3,58
	11,23

	4
	RSJ Abepura
	1,90
	1,05
	2,55

	
	Jumlah 
	29,31
	17,55
	41,67


Sumber:  APBD Papua 2008 (diolah)
Masalahnya adalah tambahan penghasilan pegawai kesehatan dibuat sangat besar, bahkan mengalahkan gaji pokok, sehingga menyedot dana APBD yang cukup besar.  Jumlah dana tambahan penghasilan pegawai di 4 instansi kesehatan tersebut di atas mencapai Rp 41,67 miliar, hampir dua kali lipat gaji pokok.  Hal ini sama sekali tidak rasional. Apakah wajar kalau penghasilan yang sifatnya tambahan nilainya lebih besar dari gaji pokok?. Ini artinya penyusunan anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan PP No 58 Tahun 2005.  Padahal, kemampuan keuangan daerah provinsi Papua hanya tergolong “sedang” jika menggunakan kriteria Permendagri No 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah.   
Orientasi Konsumtif
Apakah alokasi anggaran publik yang dicantumkan dalam APBD benar-benar untuk publik?. Dan, apa-apa saja yang dibiayai untuk kepentingan publik itu?.  Berapa perkiraan dana yang bisa dirasakan publik? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dikemukakan, karena mengingat format penyusunan APBD Papua 2008 pada pos anggaran publik juga ada biaya-biaya yang diterima langsung aparatur, yakni berupa honor, insentif, biaya perjalanan dinas, dan makan-minum yang berorientasi konsumtif.
Padahal, semua hak-hak pegawai baik gaji, tunjangan maupun tambahan penghasilan sebenarnya sudah dianggarkan pada pos tersendiri, yakni pada pos anggaran belanja aparatur, yang nilainya mencapai Rp 88,53 miliar (liat tabel 1).  Sehingga, kalau ada lagi anggaran-anggaran untuk mereka pada pos belanja publik, maka otomatis mengurangi anggaran untuk kepentingan publik. Bahkan, bisa terjadi tumpang tindih atau duplikasi anggaran, yang berpotensi menyimpang dan pada akhirnya akan merugikan keuangan daerah. 
Berdasarkan hasil analisis ICS Papua terhadap anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan, RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSJ Abepura, dan Dinas PU, ada sekitar  Rp 57,72 miliar atau 32,03 % dari total anggaran publik (Rp 180,20 miliar) yang digunakan untuk membayar honor, insentif, perjalanan dinas, dan makan-minum pegawai (lihat tabel 3).  
Tabel  3
Anggaran Publik Yang Digunakan untuk Honor, Insentif, Perjalanan Dinas, 
dan Makan-Minum Pegawai, Tahun 2008

(Miliar Rupiah)

	No.
	Unit Kerja
	Anggaran Publik
	Honor, Insentif, Perjalanan Dinas, Makan-Minum Pegawai

	
	
	
	Anggaran
	Persen

	1
	Dinas Kesehatan
	121,08
	46,85
	38,69

	2
	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura
	22,24
	6,32
	28,42

	3
	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
	16,40
	2,06
	12,56

	4
	Rumah Sakit Jiwa Abepura
	9,56
	2,30
	24,06

	5
	Dinas PU
	11,00
	0,19
	1,73

	
	Jumlah
	180,20
	57,72
	32,03


Sumber:  APBD Papua Tahun 2008 (diolah)

 Ini berarti bahwa anggaran publik yang diperkirakan sampai ke publik tinggal Rp 122,48 miliar.  Beberapa pos anggaran publik dari pos anggaran Dinas Kesehatan yang diperkirakan bisa sampai ke masyarakat adalah:  
· Biaya pengadaan obat-obatan  untuk RS Wamena Rp 30,75 miliar  
· Pengiriman obat ke puskesmas, puskemas pembantu dan bidan di desa Rp 2,5 miliar 

· Obat-obatan untuk pencegahan HIV/AIDS  Rp 2 miliar

· Pengadaan obat-obatan untuk  pendampingan dukun beranak  Rp 250 juta

· Biaya cetak leaflet vitamin A untuk ibu-ibu hamil  Rp 200 juta

· Pemulihan balita gizi buruk  Rp 168 juta

· Pengadaan obat-obatan untuk pemberantasan penyakit menular  Rp 3,29 iliar

· Pengembangan rumah sakit baru  Rp 1,49 miliar

· Belanja makan-minum pasien  Rp 3,31 miliar
· Pengadaan alat-alat kedokteran Rp 250 juta

· Pengadaan alat-alat laboratorium Rp 301 juta
Kita berharap bahwa pos-pos anggaran di atas dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu diawasi secara ketat untuk menghindari adanya penyimpangan.  Kecurigaan ini cukup beralasan, jika kita kaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua 2006.  BPK memberi opini tidak wajar terhadap LKPD Provinsi Papua 2006.  Ini artinya, pertanggungjawaban penggunaan APBD Papua 2006 tidak memenuhi syarat, dalam arti bahwa pelaporan keuangan tidak disertai bukti-bukti yang dapat dipercaya. Akibatnya, BPK menemukan Rp 126,41 miliar APBD Papua 2006 terindikasi menyimpang dan merugikan keuangan daerah.  Indikasi penyimpangan dimaksud adalah: (1)  saldo di kas bendahara pengeluaran sebesar Rp 56,12 miliar belum dipertanggungjawabkan, (2) belanja penghasilan MRP melebihi ketentuan sehingga merugikan keuangan daerah Rp 12,21 miliar,  (3) penggunaan belanja daerah tidak sesuai peruntukannya sehingga merugikan keuangan daerah Rp 52,88 miliar, dan (4) belanja bantuan keuangan digunakan untuk kepentingan pribadi Rp 5,20 miliar (Sumber: Hasil Audit BPK Semester I Tahun  2007). 
Sehubungan dengan hasil analisis ini, dan untuk lebih mendorong pengelolaan APBD yang efisien dan efektif, maka ICS meminta:

1. Gubernur dan DPRP untuk mengevaluasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai, karena ternyata cukup menyedot APBD dan mengurangi alokasi anggaran publik.

2. Pihak kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti hasil audit BPK terhadap indikasi penyimpangan APBD Papua 2006 sebesar Rp 126,41 miliar, guna lebih mendorong adanya pemerintahan yang bersih. 
3. Semua pihak untuk bersama-sama mengontrol anggaran kesehatan agar benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. 
Papua,  18 Januari 2007

BUDI  SETYANTO

Direktur Eksekutif ICS 
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